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Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan
hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil daya pikir subyek
kreatif/pemilik HKI untuk memperoleh manfaat ekonomi. HKI dapat
dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan
karya kreatif. Kompensasi terkait dengan segala jerih payah yang telah
dikeluarkan oleh pemilik sehingga perlu mendapatkan imbalan yang pantas
atas hasil usahanya tersebut. Dorongan untuk menghasilkan karya kreatif
terkait dengan jaminan perlindungan hukum pemilik HKI dan manfaat
ekonomi yang akan diperoleh setelah mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan hukum HKI bagi pemilik diperoleh melalui dua sistem
yang berlaku yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif
(first to file system) adalah sistem yang mengatur bahwa suatu karya mulai
dilindungi ketika karya tersebut didaftarkan. Sistem konstitutif berlaku untuk
merek, paten, desain industri, Desain grafis, Desain tata letak sirkuit terpadu,
Perlindungan varietas tanaman. Sistem deklaratif (first to use system) adalah
sistem yang mengatur bahwa suatu karya secara otomatis akan dilindungi
ketika karya tersebut lahir. Sistem deklaratif berlaku untuk hak cipta dan
rahasia dagang. Pendaftaran dalam sistem ini tidak bersifat wajib namun
apabila pemilik tetap mendaftarkan karya mereka maka pemilik akan
memperoleh surat tanda pendaftaran yang dapat digunakan sebagai bukti
penguat apabila terjadi sengketa.
Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI
dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah
mendapatkan perlindungan memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak
moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri,
desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak
moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan. Pihak lain
yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI tersebut
sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing Undang-undang HKI yaitu
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman,
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasai Dagang, Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15
tentang Merek Tahun 2001, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta.
Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik
sehingga pemilik menggunakan hak yang dimiliknya untuk memperoleh
manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Manfaat ekonomi tidak-serta
merta dirasakan oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi




untuk memproduk kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan
produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga
yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut





This research is aimed to examine the implications of Intellectual
Property Rights on economic benefit gains. An owner of Intellectual Property
Rights as a creative subject must get a guarantee of law protection on his or her
work.
The result shows that the form of law protection of intellectual property
rights is that the owner of intellectual property rights in performing his or her
rights must be protected by law. The economic rights owned by the owner will
gain economic benefits if it is performed. The rights include rights to use, to
produce, to publish, to copy, to import, to export and to give license (permit) to
another party that is intended to make use of the intellectual property. In a
condition of law violation, the Law of Intellectual Property Rights as a
preventive effort will give a right to an owner of intellectual property rights to
sue on civil, criminal, or administrative law. The sanctions on the law breaker
are also already written in each law of intellectual property rights that includes
copy right, brand right, patent right, graphic design right, and integrated circuit
lay-out right. The reason why an owner does not automatically gain economic
benefits of his or her work is because he or she does not use the economic
rights that he or she has. Some matters causing it are high enough cost of
production, difficult licence, and hard competition.
The law protection and economic benefits are two essentials of
intellectual property rights. An owner of intellectual property rights is a
creative subject that should have those two matters.
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